SALINAN

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 60 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMBERHENTIAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH

Menimbang

Mengingat

PASIR PUTIH KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI SITUBONDO,

bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan
kepada masyarakat di bidang pariwisata, tempat
hiburan umum, rumah makan dan tempat penginapan
serta  perhotelan yang bersifat umum, maka
Perusahaan Umum Daerah Pasir Putih Kabupaten
Situbondo perlu dikelola secara profesional;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud huruf a dan sebagai pelaksanaan ketentuan
Pasal 75 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten
Situbondo Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perusahaan
Umum Daerah Pasir Putih Kabupaten Situbondo, perlu
membentuk Peraturan Bupati Situbondo tentang Tata
Cara Pemberhentian Direksi Perusahaan Umum
Daerah Pasir Putih;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah  Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan
Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang



Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 11);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
Undang-Undang Nomor S5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang
Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972
Nomor 38);



10.

11.

12.
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14.

15.

16.

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang
Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota
Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota
Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun
2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan
Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan
Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 155);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);



Menetapkan

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14
Tahun 2012 tentang Badan Usaha Milik Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013
Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Timur Nomor 21);

19. Peraturan Daerah Tingkat II Situbondo Nomor 12
Tahun 1985 tentang Pendirian Perusahaan Daerah
Pasir Putih Kabupaten Daerah Tingkat II Situbondo
(Lembaran Daerah Kabupaten Tingkat II Situbondo
Tahun 1986 Nomor 8/C);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9
Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasir
Putih Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah
Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
PEMBERHENTIAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM
DAERAH PASIR PUTIH KABUPATEN SITUBONDO.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Situbondo.

3. Bupati adalah Bupati Situbondo.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selajutnya
disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Situbondo.

5. Sekretaris Daerah adalah  Sekretaris Daerah
Kabupaten Situbondo.

6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat
BUMD adalah badan wusaha yang seluruh atau
sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

7. Perusahaan Umum Daerah Pasir Putih Kabupaten
Situbondo yang selanjutnya disebut Perumda Pasir
Putih adalah Perusahaan Daerah Pasir Putih
Kabupaten Situbondo yang didirikan berdasarkan
Peraturan Daerah Tingkat II Situbondo Nomor 12
Tahun 1985 tentang Pendirian Perusahaan Daerah
Pasir Putih Kabupaten Daerah Tingkat II Situbondo.
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Bupati Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam
Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada
Perumda yang selanjutnya disingkat KPM adalah
organ Perumda yang memegang kekuasaan tertinggi
dalam Perumda dan memegang segala kewenangan
yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan
Pengawas.

Dewan Pengawas adalah organ Perumda Pasir Putih
yang  bertugas melakukan  pengawasan dan
memberikan  nasehat kepada  Direksi dalam
menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Pasir
Putih.

Tim Pembina Badan Usaha Milik Daerah yang
selanjutnya disebut Tim Pembina BUMD adalah Tim
yang dibentuk dengan Keputusan Sekretaris Daerah
terdiri atas unsur Perangkat Daerah yang bertugas
untuk melaksanakan pembinaan terhadap Badan
Usaha Milik Daerah di Kabupaten Situbondo.

Usaha Kawasan Pariwisata Pasir Putih adalah usaha
yang dilaksanakan oleh Perusda Pasir Putih untuk
membangun dan/atau mengelola kawasan dengan
luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
Direksi adalah organ Perumda Pasir Putih yang
bertanggungjawab atas pengurusan Perumda Pasir
Putih untuk kepentingan dan tujuan Perumda Pasir
Putih serta mewakili Perumda Pasir Putih didalam
maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan
anggaran dasar.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD,
dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan
Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan
penyertaan modal Daerah pada BUMD.

Penggabungan adalah perbuatan hukum yang
dilakukan oleh satu BUMD atau lebih untuk
menggabungkan diri dengan BUMD yang telah ada
yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari BUMD
yang menggabungkan diri beralih karena hukum
kepada BUMD yang menerima penggabungan dan
selanjutnya status badan hukum BUMD yang
menggabungkan diri berakhir karena hukum.
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Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan
oleh dua BUMD atau lebih untuk meleburkan diri
dengan cara mendirikan satu BUMD baru yang
karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari
BUMD yang meleburkan diri dan status badan hukum
BUMD yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang
dilakukan oleh badan hukum atau orang
perseorangan untuk mengambil alih Modal BUMD
yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas
BUMD tersebut.

Pembubaran adalah penghentian kegiatan usaha yang
tidak mengakibatkan status badan hukumnya hilang,
BUMD yang dibubarkan baru kehilangan status
hukum sampai selesainya likuidasi dan
pertanggungjawaban likuidator serta proses akhir
likuidasi diterima oleh RUPS, Pengadilan Negeri atau
Hakim Pengawas.

Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam
rangka penyehatan BUMD sebagai salah satu langkah
strategis untuk memperbaiki kondisi internal BUMD
guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan
nilai BUMD.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mewujudkan sistem

dan proses yang akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan

dalam pelaksanaan pemberhentian Direksi.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman

dalam proses pemberhentian Direksi yang akuntabel dan

dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III
PEMBERHENTIAN DIREKSI

Pasal 4

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:

a.
b.
c.

meninggal dunia;
masa jabatannya berakhir; dan/atau
diberhentikan sewaktu-waktu.
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Pasal 5
Dalam hal masa jabatannya berakhir sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, anggota Direksi wajib
menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa
jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir
jabatannya.
Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan
yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan
setelah berakhir masa jabatannya.
Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa
jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan
Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan
rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta
penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk
memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota
Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan
setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit
tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan
kepada KPM.

Pasal 6

Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena

diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 huruf ¢, pemberhentian dimaksud wajib
disertai alasan pemberhentian.

Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan

informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota

Direksi yang bersangkutan :

a. tidak dapat melaksanakan tugas;

b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan/atau ketentuan
anggaran dasar;

c. terlibat dalam  tindakan kecurangan yang
mengakibatkan kerugian pada BUMD, negara,
dan/atau Daerah;

d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
mengundurkan diri;

f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota
Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan/atau



(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

g. tidak terpilih lagi disebabkan adanya perubahan
kebijakan = Pemerintah = Daerah  dalam  hal
restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan
pembubaran BUMD.

Anggota Direksi yang terbukti melanggar ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan

huruf d diberhentikan tidak dengan hormat.

BAB III
TATA CARA PEMBERHENTIAN DIREKSI

Pasal 7
Direksi pada Perumda diberhentikan oleh KPM.
KPM meminta saran dan pertimbangan kepada Tim
Pembina BUMD dan Dewan Pengawas dalam hal
pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

Pasal 8

Pemberian saran dan pertimbangan kepada KPM atas

pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 ayat (2) dilaksanakan melalui tahapan sebagai

berikut :

a. Tim Pembina BUMD dan Dewan Pengawas
melakukan evaluasi atas kinerja Direksi;

b. kinerja Direksi sebagaimana dimaksud huruf a
dapat diperoleh dari hasil rapat evaluasi laporan
Perumda yang dilaksanakan oleh Tim Pembina
Bumd dan/atau Dewan Pengawas, hasil audit,
dan/atau data lain yang dapat
dipertanggungjawabkan.

Hasil evaluasi kinerja Direksi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a dituangkan dalam berita acara.

Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

disampaikan kepada KPM sebagai bahan

pertimbangan dan saran atas pemberhentian Direksi.

Pasal 9

KPM dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari
setelah  diterimanya berita acara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) menetapkan
keputusan pemberhentian Direksi.

Keputusan KPM atas pemberhentian  Direksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai
alasan pemberhentian yang bersangkutan.
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Pasal 10

Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e wajib
menyampaikan surat permohonan pengunduran diri
kepada KPM dengan disertai alasan pengunduran diri.
KPM menetapkan keputusan pemberhentian Direksi
dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah
diterimanya surat pengunduran diri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

Pasal 11

Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota
Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda
dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.

Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal
Perumda untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi
sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling
lama 6 (enam) bulan.

Pasal 12

Dalam hal Dewan Pengawas tidak menunjuk pejabat
internal Perumda sebagaimana dimaksud dalam Pasal
11 ayat (2), KPM dapat menugaskan pejabat di
lingkungan Pemerintah Daerah atas usulan dari
Dewan Pengawas.

Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sampai dengan pengangkatan Direksi
definitif atau paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 13
Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota
Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas,
pengurusan perusahaan umum Daerah dilaksanakan
oleh KPM.
KPM dapat mendelegasikan pengurusan perusahaan
umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kepada Perangakat Daerah.
Dalam hal pengurusan perusahaan umum Daerah,
Perangkat Daerah sebagaiamana dimaksud pada ayat
(2) dapat dibantu pejabat dari internal Perusahaan
umum Daerah sampai dengan pengangkatan anggota
Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota
Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
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Pasal 14
Penunjukan pejabat pelaksana BUMD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13
ditetapkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak
keputusan pemberhentian Direksi.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam  Berita ~Daerah  Kabupaten
Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 18 Juli 2022

WAKIL BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KHOIRANI

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 18 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.
SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2022 NOMOR 60

sesuai dengan Aslinya,
AGIAN HUKUM

o Febina (/)
/ $47 B 198‘3;1221 200604 2 009



